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Abstrak

This research examines the integral relationship between figh, usul al-figh, and fatwa in the Islamic legal
system. The main focus of the study is to analyze how these three elements interact with and complement
each other in the formation and application of Islamic law. Figh, as the practical understanding of Sharia
laws, serves as a guide in Muslims' daily lives, encompassing aspects of worship (ibadah) and social
transactions (muamalah). Usul al-figh functions as a methodology and theoretical framework that provides
principles and rules in establishing Islamic law, enabling scholars to interpret religious texts systematically.
Meanwhile, fatwa acts as a responsive instrument that enables the adaptation of Islamic law to
contemporary issues.This research utilizes various primary sources from classical texts such as Al-Ghazali's
Al-Mustasfa, Imam Shafi'i's AI-Umm, and Ibn Taymiyyah's Fatawa to demonstrate how the relationship
between these three elements has evolved within Islamic scholarly tradition. The findings indicate that usul
al-figh provides the methodology that forms the basis for establishing figh rulings, while fatwa represents the
practical application of Sharia principles formulated based on the rules of usul al-figh. This interconnected
relationship enables Islamic law to maintain its relevance in facing various contemporary challenges while
preserving its solid doctrinal foundation.
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Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan integral antara fikih, ushul fikih, dan fatwa dalam sistem hukum Islam.
Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana ketiga elemen ini saling berinteraksi dan
melengkapi dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam. Fikih, sebagai pemahaman praktis terhadap
hukum-hukum syariah, berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, mencakup
aspek ibadah dan muamalah. Ushul fikih berperan sebagai metodologi dan kerangka teoretis yang
menyediakan prinsip-prinsip dan kaidah dalam penetapan hukum Islam, memungkinkan para ulama untuk
menafsirkan teks-teks agama secara sistematis. Sementara itu, fatwa bertindak sebagai instrumen responsif
yang memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer. Penelitian ini
menggunakan berbagai sumber primer dari kitab-kitab klasik seperti Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, Al-
Umm karya Imam Syafi'i, dan Fatawa lbn Taymiyyah, untuk menunjukkan bagaimana hubungan ketiga
elemen ini telah berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ushul fikih
memberikan metodologi yang menjadi dasar bagi penetapan hukum fikih, sedangkan fatwa merupakan
aplikasi praktis dari prinsip-prinsip syariah yang dirumuskan berdasarkan kaidah ushul fikih. Hubungan
yang saling terkait ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi berbagai
tantangan zaman, sambil tetap mempertahankan fondasi doktrinalnya yang kokoh.

Kata Kunci: Fikih, Ushul Fikih, Fatwa, Hukum Islam, Metodologi Hukum Islam, Ijtihad
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PENDAHULUAN

Dalam tradisi keilmuan Islam, hubungan antara fikih, ushul fikih, dan fatwa
merupakan topik yang mendasar dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan hukum
Islam. Fikih merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pengaplikasian ajaran-ajaran
agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah.
Sementara itu, ushul fikih bertindak sebagai disiplin metodologis yang mengatur proses
penetapan hukum fikih, memberikan prinsip-prinsip dan kaidah yang digunakan oleh para
fugaha untuk melakukan ijtihad. Melalui ushul fikih, ulama dapat menafsirkan teks-teks
agama, seperti Al-Qur'an dan Hadits, dan menyusunnya menjadi kaidah-kaidah yang jelas

dan dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda.

Fatwa, di sisi lain, merupakan respons dari seorang mufti atau ulama terhadap
permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim. Fatwa bukanlah hukum
yang bersifat mengikat, namun memiliki otoritas dalam memberikan panduan hukum
berdasarkan prinsip-prinsip ushul fikih dan kaidah fikih yang sudah mapan. Fatwa
berperan penting dalam menyelesaikan berbagai masalah kontemporer yang tidak secara
eksplisit dibahas dalam teks-teks agama, sehingga menghubungkan tradisi hukum Islam
dengan dinamika sosial modern. Dengan demikian, hubungan antara fikih, ushul fikih, dan
fatwa bersifat interdependen, di mana ushul fikih menyediakan fondasi teoritis bagi fikih,
sementara fatwa menjembatani penerapan hukum Islam dengan tantangan-tantangan

zaman.!
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan
(library research), dengan fokus pada analisis teks-teks hukum Islam klasik dan karya-
karya ilmiah kontemporer. Sumber primer terdiri dari karya-karya otoritatif dalam
yurisprudensi Islam, termasuk Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, Al-Umm karya Imam
Syafi'i, Fatawa karya Ibn Taymiyyah, dan teks-teks klasik penting lainnyal. Sumber-
sumber ini dipilih berdasarkan signifikansi historisnya dan cakupan komprehensif tentang

hubungan antara fikih, ushul fikih, dan fatwa dalam tradisi hukum Islam.

! (Al-Mustasfa, Al-Ghazali, hal. 17)
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Kerangka analitis menggunakan analisis konten dan metode komparatif untuk
mengkaji keterkaitan antara ketiga elemen hukum Islam tersebut. Proses penelitian
melibatkan pemeriksaan sistematis tentang bagaimana prinsip-prinsip ushul fikih
diterapkan dalam menghasilkan hukum fikih dan bagaimana keduanya mempengaruhi
penerbitan fatwa dalam merespons masalah kontemporer. Pendekatan metodologis ini
memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan dinamis antara
kerangka teoretis dan aplikasi praktis dalam hukum Islam2. Analisis secara khusus
menekankan pada perkembangan historis dan evolusi hubungan ini sambil

mempertahankan fokus pada relevansinya dengan wacana hukum Islam modern.
PEMBAHASAN
A. Definisi Fikih, Ushul Fikih, dan Fatwa

Fikih, ushul fikih, dan fatwa adalah tiga elemen penting dalam sistem
hukum Islam yang berhubungan erat, namun memiliki ruang lingkup dan
karakteristik yang berbeda.

1. Definisi Fikih:

Fikih berasal dari kata Arab fagaha, yang berarti memahami atau
mengetahui secara mendalam. Dalam konteks keilmuan Islam, fikih merujuk
pada pemahaman terhadap hukum-hukum syariah yang bersifat amali (praktis).
Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan
hukum keluarga. Fikih ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam
menjalankan perintah-perintah agama dengan benar.?

2. Definisi Ushul Fikih:

Ushul fikih adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar yang
digunakan dalam penetapan hukum-hukum syariah. Ushul fikih mendefinisikan
metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk memahami dan menerapkan
dalil-dalil dari Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas. Kitab Al-Bahr al-Muhith
karya Az-Zarkashi adalah salah satu referensi penting yang menjelaskan
prinsip-prinsip ushul fikih dengan sangat rinci. (Al-Bahr al-Muhith, Az-
Zarkashi, hal. 90).

? (Al-Muwatta’, Imam Malik, hal. 35).
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3. Definisi Fatwa:

Fatwa merupakan keputusan hukum atau pendapat seorang mufti yang
menjawab permasalahan hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Fatwa sering
kali dikeluarkan dalam isu-isu yang baru atau kontemporer. Sebagai contoh,
dalam kitab Fatawa Ibn Taymiyyah, Ibnu Taymiyyah memberikan fatwa-fatwa

terkait dengan berbagai permasalahan sosial, politik, dan agama’.
B. Fikih sebagai Implementasi Hukum Islam

Fikih merupakan hasil dari proses ijtihad para ulama yang dilakukan
berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil syar’i yang jelas,
yakni Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber utama hukum Islam. Dalam
pengembangannya, fikih bertujuan untuk mengatur kehidupan umat Islam secara
komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat personal
seperti ibadah, akhlak, dan pernikahan, maupun aspek sosial seperti ekonomi,
politik, dan hubungan kemasyarakatan. Fikih berfungsi sebagai panduan praktis
yang memberikan solusi hukum atas masalah-masalah yang dihadapi umat Muslim
sehari-hari, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang abadi namun tetap relevan
dalam berbagai konteks zaman dan tempat. Melalui fikih, ajaran Islam
diimplementasikan dalam kehidupan nyata, membentuk tatanan masyarakat yang
sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan. Oleh karena
itu, fikih tidak hanya memuat hukum-hukum yang mengatur ibadah individual,
tetapi juga merespons dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang, menjadikan Islam sebagai agama yang dapat beradaptasi dengan

perubahan zaman tanpa mengesampingkan esensi dari ajarannya.

1. lbadah:

Salah satu bidang utama dalam fikih adalah hukum ibadah, yang
mencakup berbagai aspek ritual keagamaan seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
Ibadah merupakan pilar penting dalam kehidupan spiritual umat Islam, yang
pengaturannya memerlukan pemahaman yang tepat agar sesuai dengan syariat.
Dalam hal ini, kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i menjadi salah satu rujukan
klasik yang paling otoritatif. Kitab tersebut memberikan penjelasan detail

* (Fatawa Ibn Taymiyyah, Ibnu Taymiyyah, jilid 2, hal. 140).
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tentang hukum-hukum ibadah dengan mengacu pada dalil-dalil dari Al-Qur'an
dan Hadis, serta menerapkan kaidah-kaidah ushul fikih untuk menafsirkan
berbagai masalah yang dihadapi umat Muslim terkait ibadah. Imam Syafi'i
dalam Al-Umm tidak hanya membahas tata cara pelaksanaan ibadah, tetapi
juga memberikan panduan tentang kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi
keabsahan suatu ibadah, sehingga memberikan solusi praktis yang dapat
diterapkan dalam berbagai situasi. Pemahaman mendalam yang ditawarkan
dalam Al-Umm menjadikannya sebagai panduan yang relevan bagi ulama dan
umat Islam hingga saat ini*.
2. Muamalah:

Fikih juga membahas muamalah, yang mencakup interaksi sosial seperti
jual beli, pernikahan, warisan, dan hukum-hukum lainnya. Kitab Bidayat al-
Mujtahid karya Ibnu Rusyd memberikan gambaran mendalam mengenai

perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah muamalah.”.

C. Ushul Fikih: Kerangka Metodologis dalam Penetapan Hukum

Ushul fikih bertindak sebagai kerangka metodologis dalam menetapkan
hukum-hukum syariah. Tanpa ushul fikih, tidak akan ada aturan yang jelas tentang

bagaimana suatu hukum diambil dari dalil-dalil syariah.

1. Al-Qur’an sebagai Sumber Utama:

Ushul fikih menetapkan bahwa Al-Qur’an adalah sumber utama dalam
pengambilan hukum. Kaidah seperti ‘Aam dan Khaas dalam ushul fikih
membahas bagaimana memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum dan
khusus. Kitab Al-lhkam fi Ushul al-Ahkam karya Al-Amidi adalah salah satu
rujukan utama yang membahas prinsip-prinsip ini®.

2. Hadis sebagai Sumber Kedua:

Hadis juga merupakan sumber hukum yang penting dalam ushul fikih.

Para ulama ushul fikih menyusun kaidah untuk menentukan keabsahan hadis

dan bagaimana hadis digunakan dalam pengambilan hukum. Kitab Al-Mustasfa

¢ (Al-Umm, Imam Syafi’i, jilid 1, hal. 25)
> (Bidayat al-Mujtahid, Ibnu Rusyd, jilid 2, hal. 100)
® (Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Al-Amidi, jilid 1, hal. 55).
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karya Al-Ghazali menjelaskan berbagai kaidah dalam memahami dan
mengaplikasikan hadis dalam penetapan hukum.’
3. ljtihad dan Qiyas:
Ushul fikih juga memfasilitasi penggunaan akal dan ijtihad dalam
penetapan hukum. Qiyas atau analogi adalah salah satu metode ijtihad yang
umum digunakan. Kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi’i adalah salah satu karya

yang menegaskan pentingnya giyas dalam penetapan hukum syariah®.

D. Fatwa sebagai Produk Hukum yang Fleksibel

Fatwa merupakan salah satu bentuk penetapan hukum yang bersifat
fleksibel dan kontekstual, karena dirancang untuk memberikan solusi hukum
terhadap permasalahan yang muncul seiring perkembangan zaman. Berbeda
dengan hukum yang bersifat tetap seperti yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan
Hadis, fatwa dikeluarkan oleh mufti atau ulama berdasarkan ijtihad untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-
teks klasik. Fatwa berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara ajaran
agama dan dinamika sosial yang terus berubah, sehingga memungkinkan Islam
tetap relevan dalam konteks kontemporer. Dalam prosesnya, ulama
mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, kondisi masyarakat, serta urgensi
masalah yang dihadapi untuk memberikan jawaban yang tepat dan dapat diterima
oleh umat Islam. Meski bersifat tidak mengikat secara mutlak, fatwa memiliki
otoritas kuat dalam memberikan pedoman hukum yang kontekstual dan sesuai

dengan tuntutan zaman.

1. Peran Mufti dalam Mengeluarkan Fatwa:

Mufti harus memiliki pemahaman mendalam tentang fikih dan ushul
fikih sebelum mengeluarkan fatwa. Kitab Al-Fatawa al-Kubra karya lIbnu
Taimiyyah menggambarkan bagaimana seorang mufti harus memiliki kapasitas
intelektual yang memadai. (Al-Fatawa al-Kubra, Ibnu Taimiyyah, jilid 3, hal.
200).

7 (Al-Mustasfa, Al-Ghazali, hal. 65).
® (Ar-Risalah, Imam Syafi’i, hal. 35).
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2. Fatwa dalam Konteks Kontemporer:
Fatwa kontemporer harus dapat menjawab tantangan zaman modern
seperti perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik. Dalam kitab Fatawa
Mu'ashirah, Yusuf al-Qaradawi memberikan contoh bagaimana fatwa bisa

menanggapi isu-isu seperti ekonomi syariah dan hak asasi manusia.’

E. Hubungan Interaktif antara Fikih, Ushul Fikih, dan Fatwa

Ketiga elemen ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling terkait
dalam membentuk hukum syariah. Ushul fikih memberikan metodologi yang
menjadi dasar bagi penetapan hukum (fikih), sedangkan fatwa adalah aplikasi
praktis dari hukum syariah yang dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip ushul
fikih.

1. Fikih sebagai Produk Ushul Fikih:

Hukum-hukum fikih yang berkembang hingga saat ini merupakan hasil
dari penerapan prinsip-prinsip ushul fikih, yang berfungsi sebagai metodologi
dalam proses penetapan hukum. Prinsip-prinsip ini membantu para ulama
dalam menginterpretasikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis untuk
menjawab berbagai masalah hukum yang dihadapi umat Muslim. Contoh
konkret penerapan prinsip-prinsip ushul fikih dapat dilihat dalam keputusan
hukum mengenai zakat, shalat, dan transaksi jual beli, yang dirumuskan secara
rinci dalam kitab-kitab fikih. Salah satu karya yang menjadi rujukan utama
dalam bidang ini adalah Al-Mughni karya Ibn Qudamah. Kitab ini memberikan
penjelasan yang komprehensif tentang berbagai masalah fikih, termasuk
panduan hukum-hukum ibadah dan muamalah, dengan mengacu pada dalil
syar'i serta kaidah ushul fikih yang mapan. Sebagai contoh, dalam Al-Mughni,
hukum mengenai zakat dan shalat dijelaskan berdasarkan penggabungan antara
nash yang qath’i dan ijtihad yang disesuaikan dengan kebutuhan umat,

sementara dalam hukum jual beli, kitab ini membahas berbagai ketentuan yang

° (Fatawa Mu'ashirah, Yusuf al-Qaradawi, jilid 2, hal. 95).
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menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, sehingga

hukum-hukum tersebut tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari®.

. Fatwa sebagai Aplikasi Praktis Fikih:

Fatwa sering kali menjadi solusi efektif terhadap permasalahan
kontemporer yang tidak memiliki jawaban langsung dari teks-teks agama
klasik. Fatwa berperan sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan hukum yang muncul dalam situasi modern, di mana tantangan dan
permasalahan baru membutuhkan penafsiran hukum yang sesuai. Sebagai
contoh, dalam kitab Al-Fatawa al-Hindiyah, fatwa dijelaskan sebagai aplikasi
praktis dari prinsip-prinsip fikih yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi,
dan politik yang berkembang. Kitab tersebut menyoroti bagaimana fatwa dapat
diterapkan untuk berbagai masalah kontemporer, dengan mempertimbangkan
konteks yang spesifik dan kaidah-kaidah ushul fikih yang telah mapan. Dalam
hal ini, fatwa bukan hanya merupakan jawaban atas pertanyaan hukum, tetapi
juga sebuah proses adaptasi yang mempertahankan relevansi hukum Islam
dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, fatwa dalam Al-
Fatawa al-Hindiyah menegaskan peran pentingnya dalam menjembatani ajaran
klasik dengan realitas modern. (Al-Fatawa al-Hindiyah, jilid 2, hal. 100)

F. Peran Kitab Klasik dalam Memahami Hubungan Fikih, Ushul Fikih, dan
Fatwa

Kitab-kitab klasik berperan sebagai landasan utama dalam membentuk

dasar pemahaman tentang hubungan antara fikih, ushul fikih, dan fatwa.

1. Kitab Al-Mustasfa (Al-Ghazali):

Kitab ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip
ushul fikih, termasuk bagaimana mengaplikasikan ijtihad dalam pengambilan

hukum.*

1% (Al-Mughni, Ibn Qudamah, jilid 1, hal. 50)

11(

Al-Mustasfa, Al-Ghazali, hal. 55)
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2. Kitab Fatawa Ibn Taymiyyah:

Kitab ini memberikan contoh praktis bagaimana fatwa dikeluarkan
berdasarkan prinsip-prinsip ushul fikih yang mendalam, serta menampilkan
berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Taymiyyah mengenai isu-isu sosial,
politik, dan agama pada zamannya. Fatwa-fatwa tersebut sering kali mengacu
pada metodologi ijtihad yang didasarkan pada kaidah-kaidah ushul fikih yang
mapan.*

Kitab Al-Umm (Imam Syafi’i):

Kitab ini menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah ushul fikih diterapkan
untuk menyusun hukum-hukum fikih yang praktis. Imam Syafi’i, sebagai
pendiri Mazhab Syafi’i, menggunakan prinsip-prinsip ushul fikih secara
sistematis dalam menafsirkan dalil-dalil syariah. Kitab ini berperan penting
dalam menunjukkan hubungan yang erat antara ushul fikih dan fikih, serta
bagaimana fatwa dapat dihasilkan melalui pemahaman mendalam terhadap

kedua disiplin ini.".

KESIMPULAN

Hubungan antara fikih, ushul fikih, dan fatwa merupakan hubungan yang saling

melengkapi dan saling mempengaruhi dalam sistem hukum Islam. Fikih berfungsi sebagai

aturan hukum yang mengatur perilaku umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan

ushul fikih menyediakan metodologi untuk memahami dan menafsirkan dalil-dalil syariah

yang menjadi dasar fikih. Fatwa, di sisi lain, adalah produk hukum yang fleksibel yang

dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer yang muncul dalam

masyarakat. Kitab-kitab klasik seperti Al-Mustasfa, Al-Umm, dan Fatawa Ibn Taymiyyah

berperan sebagai landasan penting dalam memahami hubungan antara ketiga elemen ini.

Dengan adanya kaidah-kaidah ushul fikih yang kuat, fatwa dapat dikeluarkan dengan

dasar-dasar yang kokoh dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

12(

Fatawa lbn Taymiyyah, lbnu Taymiyyah, jilid 4, hal. 310).

B (Al-Umm, Imam Syafii, jilid 3, hal. 220)
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